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1.1 [bookmark: _Toc205277913][bookmark: _Toc180774357][bookmark: _Toc180775143][bookmark: _Toc181724278][bookmark: _Toc196599941][bookmark: _Toc196738126][bookmark: _Toc196862173]Latar Belakang
	Pajak adalah kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia. Pemerintah juga memerlukan dana yang cukup banyak untuk pembangunan maka dari itu saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja dari pajak. Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak hanya menggantungkan tugas dari Direktur Jenderal Pajak ataupun aparat, akan tetapi diperlukan juga peran yang aktif dari wajib pajak itu sendiri (Pilli Rayna Kornelia, 2023).
	Sejumlah masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk keterbatasan modal, masalah dengan perizinan, kurangnya inovasi, keterbatasan dalam penggunaan teknologi, dan kurangnya pengetahuan tentang pajak. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tidak melaporkan perhitungan pajaknya, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan petugas pajak. Sebaliknya, Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai strategi, seperti aplikasi pajak berbasis online, program sosialisasi dan penyuluhan, amnesti pajak, peningkatan pendataan potensi pajak, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pemeriksaan dan penagihan, program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan program Business Deferred Tax (Wulandari et al., 2020).
	Namun demikian, meskipun berbagai langkah tersebut telah dilakukan, tingkat kepatuhan pajak tetap tidak mencapai target pada akhir tahun 2023. Hal ini diduga disebabkan oleh kurang optimalnya perluasan basis pajak terhadap wajib pajak yang memiliki potensi besar (Wulandari et al., 2020)
	Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun sampai 60,4 persen total investasi (https://djpb.kemenkeu.go.id).
	Jumlah pelaku UMKM di Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah. Pemerintah Kota Samarinda juga secara aktif mendorong perkembangan UMKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi permodalan. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM tersebut, tantangan dalam hal kepatuhan perpajakan juga semakin kompleks (Prastya Dyan Arya & Iskandar, 2024)
	Banyak pelaku UMKM di Samarinda yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran (Prastya Dyan Arya & Iskandar, 2024). Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah persepsi terhadap kualitas pelayanan pajak yang belum optimal, efektivitas sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera, serta tarif pajak yang dianggap belum sesuai dengan kemampuan usaha kecil. Di samping itu, sosialisasi perpajakan yang belum merata dan menyeluruh juga menjadi tantangan tersendiri, karena kurangnya pemahaman mengenai kewajiban dan hak perpajakan dapat menghambat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
	Berikut ini adalah data tingkat kepatuhan pajak WP UMKM di wilayah KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir:
Tabel 1.1 Kepatuhan Pajak WP UMKM Pada KPP Pratama Samarinda Ulu
	Tahun
	Jumlah WP UMKM
	Jumlah WP   UMKM Aktif
	Jumlah WP UMKM Lapor SPT
	Kepatuhan (%)

	2019
	18.366
	3.092
	2.342
	75,74%

	2020
	33.665
	4.110
	2.132
	51,87%

	2021
	35.659
	4.877
	2.580
	52,90 %

	2022
	38.372
	5.805
	3.677
	63,34%

	2023
	38.415
	9.637
	4.148
	43,04%


Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu, 2024
	
Tabel 1.2 Kepatuhan Pajak WP UMKM Pada KPP Pratama Samarinda Ilir
	Tahun
	Jumlah WP
	Jumlah WP UMKM Aktif
	Jumlah WP UMKM Lapor SPT
	Kepatuhan (%)

	2019
	15.494
	9.032
	4.535
	50,21%

	2020
	26.866
	10.249
	5.372
	52,41%

	2021
	27.880
	11.223
	5.943
	52,95%

	2022
	29.106
	12.432
	6.478
	52,11%

	2023
	30.768
	14.074
	5.886
	41,82%


Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir, 2024
	Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah KPP Pratama Samarinda Ulu dan Samarinda Ilir mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Di KPP Pratama Samarinda Ulu, jumlah WP UMKM meningkat dari 18.366 pada tahun 2019 menjadi 38.415 pada tahun 2023. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diikuti dengan peningkatan yang seimbang dalam hal kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah WP UMKM yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak terlalu signifikan, dan bahkan mengalami penurunan tingkat kepatuhan. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan berada pada angka 75,74%, namun terus menurun hingga mencapai 43,04% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM semakin banyak yang terdaftar, tetapi kesadaran atau kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah atau menurun.
	Situasi serupa juga terjadi di wilayah KPP Pratama Samarinda Ilir. Jumlah WP UMKM meningkat dari 15.494 pada tahun 2019 menjadi 30.768 pada tahun 2023. Jumlah WP UMKM yang aktif pun terus naik, dari 9.032 menjadi 14.074. Namun, jumlah yang melaporkan SPT tidak bertambah secara signifikan. Akibatnya, tingkat kepatuhan di wilayah ini juga tidak menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019, kepatuhan berada di angka 50,21%, sempat naik hingga 52,95% pada tahun 2021, namun menurun lagi menjadi 41,82% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan dalam jumlah WP aktif, tidak semuanya menjalankan kewajiban pelaporan pajaknya dengan baik.
	Jika dibandingkan antara kedua wilayah, KPP Pratama Samarinda Ulu memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi pada awal periode, namun lebih fluktuatif dibandingkan Samarinda Ilir. Sebaliknya, Samarinda Ilir menunjukkan tren yang lebih stabil, meskipun pada tahun 2023 keduanya mengalami penurunan yang cukup tajam dalam hal kepatuhan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku UMKM terus bertambah, kepatuhan terhadap pelaporan pajak masih menjadi tantangan besar. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain seperti persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, penerapan sanksi yang belum optimal, dan pemahaman yang masih rendah akibat sosialisasi yang belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari pihak terkait, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan KPP setempat, untuk meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
	Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak. Kualitas pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan wajib pajak dan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Supaya penerimaan pajak maksimal, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. (Rohman et al., 2022) menyebutkan bahwa pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik (Fuadi & Mangoting, 2013).
	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak terlepas karena adanya sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan patuh karena mereka mempertimbangkan adanya sanksi yang diterapkan supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Maula et al., 2020). Sanksi yang tegas memberikan efek jera, di mana kemungkinan dikenakan sanksi yang berat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya guna menghindari konsekuensi hukum (Putu et al., 2019).
	Sementara itu, tarif pajak yang adil menciptakan persepsi positif, sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk patuh. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada saat tarif rendah maka akan meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak (Rohman et al., 2022). Penetapan tarif pajak bagi UMKM sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada ketaatan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya (Unisma et al., 2018).
	Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Siregar Sriani Nova et al., 2022). Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik (Wulandari et al., 2020).
	Dalam penelitian yang dilakukan Wulandari et al., (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan dan memperkuat pengaruh pengetahuan akuntansi serta kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, namun melemahkan pengaruh kesadaran wajib pajak dan tidak memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Anjelina et al., (2023) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman pajak berpengaruh positif, dengan sosialisasi pajak memperkuat hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan tetapi melemahkan pengaruh pemahaman pajak. Dan dalam penelitian yang dilakukan Rohman et al., (2022) menemukan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif signifikan. 
	Sementara itu, Maula et al., (2020) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan moral wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Putu et al., (2019) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, tetapi kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, Fuadi & Mangoting, (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif. 
	Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, hasil mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, penting untuk menyusun model penelitian baru dengan menambahkan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap hubungan antara kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi pajak dipilih dalam model ini berdasarkan pemikiran bahwa sosialisasi pajak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan, mendorong kesadaran mereka terhadap pentingnya memenuhi kewajiban pajak, serta memengaruhi persepsi mereka terhadap pelayanan, sanksi, dan tarif pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka, yang pada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Samarinda.
	Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kota Samarinda”.
[bookmark: _Toc180774358][bookmark: _Toc180775144][bookmark: _Toc181724279][bookmark: _Toc196599942][bookmark: _Toc196738127][bookmark: _Toc196862174][bookmark: _Toc205277914]1.2 Rumusan Masalah
[bookmark: _Toc180774359][bookmark: _Toc180775145][bookmark: _Toc181724280]	Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka  peneliti akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda?
4. Apakah sosialisasi perpajakan mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda?
1.3 [bookmark: _Toc196599943][bookmark: _Toc196738128][bookmark: _Toc196862175][bookmark: _Toc205277915]Tujuan Penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kota Samarinda.
2. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kota Samarinda
3. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kota Samarinda.
4. Menganalisis peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kota Samarinda.
1.4 [bookmark: _Toc196599944][bookmark: _Toc196738129][bookmark: _Toc196862176][bookmark: _Toc205277916]Manfaat Penelitian
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi penelitian-penelitian selanjutnya maupun bagi masyarakat, terkait pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.
b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya mengenai peran penting kualitas pelayanan, sanksi, tarif pajak, serta sosialisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.
2. Manfaat Praktis
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
a. Bagi Penulis. Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek penting dalam perpajakan, khususnya dalam konteks UMKM, serta bagaimana faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, sanksi, tarif pajak, dan sosialisasi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
b. Bagi Instansi Perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi KPP Pratama Kota Samarinda dan instansi terkait dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM, melalui peningkatan kualitas pelayanan, penegakan sanksi yang tegas, penerapan tarif yang adil, serta pelaksanaan sosialisasi pajak yang lebih efektif.
c. Bagi Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM di Kota Samarinda mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan benar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban pajak guna mendukung pembangunan dan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
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[bookmark: _Toc196599945][bookmark: _Toc196738130][bookmark: _Toc196862178][bookmark: _Toc205277919]2.1 Dasar Teori
[bookmark: _Toc196599946][bookmark: _Toc196738131][bookmark: _Toc196862179][bookmark: _Toc205277920]2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)
	Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari Theory Reasoned Action (TRA). Menurut Ajzen (1991) dalam (Handayani et al., 2017), TPB merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri terhadap suatu perilaku (behavioral intention). Niat tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain: behavioral belief, yaitu keyakinan individu atas hasil yang diperoleh dari suatu perilaku. Kedua normative belief, yaitu keyakinan individu atas harapan normatif individu lain, di mana harapan normative tersebut membuat individu menjadi ingin mewujudkannya. Ketiga, control belief merupakan keyakinan seseorang akan adanya hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung perilakunya.
	Relevansi Theory Of Planned Behavior dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku kepatuhan pajak (tax compliance). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.
2.1.2 [bookmark: _Toc196599948][bookmark: _Toc196738133][bookmark: _Toc196862181][bookmark: _Toc205277921]Wajib Pajak
	Wajib pajak sangatlah memegang peranan penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan baik kewajiban perpajakannya (Mintje Seftiani Megahsari, 2016). 
2.1.3 [bookmark: _Toc205277922]Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	
	Usaha kecil menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (Mintje Seftiani Megahsari, 2016).
	Adanya definisi UMKM sangat penting mengingat batasan untuk mengklasifikasikan apakah suatu usaha termasuk dalam UMKM atau tidak. Bank Indonesia menyatakan bahwa tujuan yang terkait dengan definisi UMKM ada dua, yaitu tujuan administratif dan pengaturan. Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UMKM (Faridzi Aldi Muhammad et al., 2022).
	Menurut Faridzi Aldi Muhammad et al., (2022) untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, maka oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha sebagai berikut:
Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	No.
	Uraian
	Kriteria

	
	
	Asset
	Omzet

	1
	Usaha Mikro
	Maks. 50 Juta
	Maks. 300 Juta

	2
	Usaha Kecil
	> 50 Juta – 500 Juta
	> 300 Juta – 2,5 Miliar

	3
	Usaha Menengah
	> 500 Juta – 10 Miliar
	> 2,5 Miliar – 50 Miliar


Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008
	Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut: 
a) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dalam hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang terbesar diseluruh pelosok pedesaan termasuk di wilayah- wilayah yang relatif terisolasi. 
b) Karena sangat padat, berarti mempunyai satu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. 
c) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.
2.1.4 [bookmark: _Toc205277923]Kepatuhan Wajib Pajak
	Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Mintje Seftiani Megahsari, 2016).
	Menurut Faridzi Aldi Muhammad et al., (2022) ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Dan kepatuhan material adalah kepatuhan yang menekankan pada kebenaran substansi kewajiban pajak, seperti perhitungan jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan, pembayaran pajak dengan nominal yang benar, dan pelaporan SPT sesuai ketentuan.
	Menurut Herlangga, (2021), indikator pengukuran kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:
1. Pelaporan SPT dan pembayaran dilakukan tepat waktu.
	     Melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu menunjukkan kepatuhan formal wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tanpa harus diingatkan oleh otoritas. Selain menghindari sanksi, hal ini juga membantu kelancaran sistem administrasi perpajakan.
2. Perhitungan pajak terutang dan kurang bayar.
	     Kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang secara akurat menunjukkan pemahaman dan kepatuhan material. Jika terdapat kekurangan bayar, wajib pajak yang taat akan segera melunasinya. Ini mencerminkan sikap jujur dan kesadaran untuk mendukung sistem perpajakan secara bertanggung jawab.
3. Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan.
	     Hal ini menandakan bahwa wajib pajak senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang perpajakan. Kepatuhan terhadap aturan perpajakan tidak hanya mencegah risiko sanksi administratif maupun pidana, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Untuk itu, penting bagi wajib pajak untuk terus memperbarui pemahamannya mengenai regulasi perpajakan, baik melalui literasi mandiri maupun mengikuti kegiatan edukatif seperti seminar dan pelatihan perpajakan. Ketaatan ini turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
4. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana perpajakan.
	     Tidak pernah menerima sanksi pidana atas pelanggaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki integritas serta bertindak sesuai norma hukum. Hal ini mencerminkan bahwa setiap kewajiban perpajakan telah dijalankan secara benar dan tidak ada unsur kecurangan, seperti manipulasi data atau penghindaran pajak. Wajib pajak yang jujur dan terbuka dalam melaporkan serta membayar pajaknya turut menjaga citra positif, baik secara individu maupun terhadap usaha yang dijalankan, serta menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan di masa depan.
2.1.5 [bookmark: _Toc196599949][bookmark: _Toc196738134][bookmark: _Toc196862182][bookmark: _Toc205277924]Kualitas Pelayanan Pajak
	Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja dari satu penyediaan layanan. Wiyono (2006) menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.
	Menurut Herlangga, (2021), indikator pengukuran kualitas pelayanan pajak adalah sebagai berikut:
1. Keandalan (Reliability).
	     Keandalan (Reliability) kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua orang dan tanpa kesalahan.
2. Ketanggapan (Responsiveness).
	     Kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, complain dan masalah dari pengguna layanan. Daya tanggap dikomunikasikan pada konsumen melalui waktu tunggu untuk dilayani, jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan atau perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang ada, juga meliputi fleksibilitas dan kemampuan untuk melayani kebutuhan pelanggan
3. Jaminan/Kepastian (Assurance).
	     Pengetahuan karyawan dan kesopanan atau keramahan, kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan.
4. Empati (Emphaty).
	     Perhatian tulus, caring (kepedulian), yang diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Pelanggan ingin perusahaan memahami mereka dan sangat penting bagi perusahaan mereka.
[bookmark: _Toc196599950][bookmark: _Toc196738135][bookmark: _Toc196862183][bookmark: _Toc205277925]2.1.5 Sanksi Pajak
	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).	
	Menurut Mardiasmo (2011) dikutip oleh Rohman et al., (2022) jenis sanksi pajak memiliki dua jenis, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu, sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi, dan sanksi berupa kenaikan. Dan yang kedua, sanksi pidana adalah sanksi diberikan pada wajib pajak yang melanggar kepatuhan wajib pajak yang merupakan pelanggaran ataupun tindak kejahatan pajak yang dapat berupa kurungan ataupun denda.
	Menurut Herlangga, (2021) dan Fuadi & Mangoting, (2013) indikator pengukuran sanksi pajak adalah sebagai berikut: 
1. Sanksi dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran.
	     Wajib pajak apabila melakukan keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan.
	     Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak.
3. Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan.
	     Sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas terhadap wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran hal ini diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kebutuhan membayar pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	
	     Sanksi pajak harus diterapkan kepada setiap pelanggar tanpa toleransi agar memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Ketegasan dalam pemberian sanksi memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
2.1.6 [bookmark: _Toc196599951][bookmark: _Toc196738136][bookmark: _Toc196862184][bookmark: _Toc205277926]Tarif Pajak
	Tarif pajak adalah persentase pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan atau transaksi tertentu. Tarif pajak dapat berupa tarif progresif (semakin tinggi penghasilan, semakin besar persentase pajak) atau tarif tetap. Menurut Herlangga, (2021), indikator pengukuran tarif pajak adalah sebagai berikut: 
1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan.
	     Tarif pajak yang tinggi dapat memicu wajib pajak melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena pajak yang dianggap memberatkan cenderung mendorong perilaku tidak patuh untuk mengurangi beban pajak.
2. Penurunan tarif meningkatkan kemauan membayar pajak.
	     Penurunan tarif pajak dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Ketika tarif dirasa ringan dan sesuai dengan kemampuan, wajib pajak cenderung lebih terbuka dan jujur dalam pelaporan keuangan mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang karena tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tarif yang lebih rendah tidak selalu berarti penerimaan negara berkurang, karena peningkatan kepatuhan dapat menutup selisih dari penurunan tarif tersebut.
3. Kemampuan membayar berdasarkan tarif.
	     Wajib pajak akan lebih menerima dan patuh terhadap kewajiban pajak apabila tarif yang dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Ketika tarif pajak dirasa seimbang dan tidak memberatkan, wajib pajak cenderung tidak merasa terpaksa dan lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penyesuaian tarif dengan tingkat penghasilan atau kapasitas usaha menjadi hal yang penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan inklusif. Hal ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.
4. Tarif tidak menentukan kesadaran membayar pajak.
	     Meskipun tarif pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak, tingkat kesadaran dalam membayar pajak tidak sepenuhnya ditentukan oleh besar kecilnya tarif. Banyak wajib pajak yang tetap patuh meskipun tarif relatif tinggi, karena mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Faktor lain seperti edukasi, integritas pribadi, dan pengalaman layanan dari petugas pajak juga berperan besar dalam membentuk kepatuhan. Dengan demikian, pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sebaiknya tidak hanya fokus pada penyesuaian tarif, tetapi juga pada peningkatan literasi dan pelayanan perpajakan.
[bookmark: _Toc196599952][bookmark: _Toc196738137][bookmark: _Toc196862185][bookmark: _Toc205277927]2.1.7 Sosialisasi Pajak 
	Sosialisasi pajak adalah proses penyampaian informasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat atau wajib pajak tentang peraturan, kewajiban, dan manfaat pajak. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sosialisasi langsung seperti seminar, pelatihan, atau diskusi kelompok dan sosialisasi tidak langsung melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar.
	Menurut Faidani et al., (2023), indikator pengukuran sosialisasi pajak adalah sebagai berikut:
1. Partisipasi dalam penyuluhan pajak.
	     Keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Akses informasi melalui media sosial.
	     Media sosial menjadi sarana cepat dan mudah untuk memperoleh informasi pajak terkini. Akses yang luas membantu wajib pajak tetap terinformasi dan tanggap terhadap perubahan aturan.
3. Pemahaman terhadap peraturan terbaru.
	     Memahami peraturan perpajakan yang baru sangat penting agar wajib pajak dapat menyesuaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dan menghindari pelanggaran.
4. Pemahaman terhadap sistem elektronik perpajakan.
	     Penguasaan terhadap sistem e-filing, e-billing, dan layanan digital lainnya memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara efisien dan tepat waktu.
2.2 [bookmark: _Toc196599953][bookmark: _Toc196738138][bookmark: _Toc196862186][bookmark: _Toc205277928]Penelitian Terdahulu
	Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar pertimbangan, yaitu:
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Wulandari et al., (2020)
	Sosialisasi Pajak Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan dan memperkuat variabel pengetahuan akuntansi dan kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi melemahkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi tidak memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
	Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan faktor sosialisasi sebagai variabel moderasi.


	Lokasi dan metode analisis berbeda.

	2.
	Anjelina et al., (2023)
	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai 
	Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap 
	Menggunakan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.
	Variabel bebas yang diteliti, yaitu insentif pajak dan pemahaman pajak.


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 2.2 Sambungan
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	
	
	Variabel Moderasi
	kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak memperkuat pengaruh insentif  kepatuhan, namun memperlemah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan.
	
	

	3.
	Rohman et al., (2022) 
	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara
	Kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak 
	Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
	Fokus variabel berbeda yaitu tarif pajak juga diteliti.

	4.
	Maula et al., (2020)

	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto.
	Sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Menggunakan sanksi dan kualitas pelayanan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
	Variabel tambahan yang digunakan adalah moral wajib pajak.

	5. 
	Putu et al., (2019)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan 
	Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Meneliti faktor sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan.
	Objek penelitian berbeda, yaitu pajak kendaraan bermotor, bukan pajak UMKM.


Disambung ke halaman berikutnya


[bookmark: _Toc196599955][bookmark: _Toc196738139][bookmark: _Toc196862187]Tabel 2. 2 Sambungan
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	
	
	Bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar
	
	
	

	6.
	Fuadi & Mangoting, (2013)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Menggunakan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan sebagai variabel.
	Variabel biaya kepatuhan pajak diteliti dan ditemukan berpengaruh negatif.

	7.
	Dani Arta & Stikubank Semarang, (2022)	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati
	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
	Menggunakan sanksi dan tarif pajak sebagai variabel bebas dan sama – sama meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM.
	Variabel bebas tambahan yang digunakan adalah Pemahaman Perpajakan.


Sumber: Review Beberapa Artikel, Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc205277929]2.3 Kerangka Konseptual
	Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk perilaku kepatuhan wajib pajak, dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks perpajakan, sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, serta keyakinan akan kemampuan diri dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan akan sangat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.
	Variabel penelitian ini dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior sebagai berikut:
a) Behavioral Beliefs – Kualitas Pelayanan
	Behavioral beliefs merujuk pada keyakinan wajib pajak terhadap manfaat yang diperoleh dari suatu perilaku, dalam hal ini kepatuhan pajak. Jika wajib pajak meyakini bahwa melaksanakan kewajiban pajaknya akan memberikan keuntungan, maka ia cenderung untuk patuh. Salah satu faktor yang memengaruhi keyakinan ini adalah kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Pelayanan yang baik, ramah, responsif, dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi akan membentuk persepsi positif wajib pajak bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, menghindarkan dari sanksi, serta mendukung pembangunan negara. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan keinginan wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pajak merupakan elemen penting dalam membangun keyakinan perilaku (behavior beliefs) yang mendorong kepatuhan.
b) Control Beliefs – Sanksi Pajak
	Control beliefs berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak merasa memiliki kendali terhadap perilaku kepatuhan pajak. Faktor yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah sanksi pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten akan meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa ketidakpatuhan membawa risiko besar, seperti denda administratif atau pidana. Persepsi ini mendorong wajib pajak untuk mengontrol perilakunya agar tetap patuh, karena mereka menyadari adanya konsekuensi yang jelas dari pelanggaran. Sebaliknya, jika penerapan sanksi lemah atau tidak konsisten, maka wajib pajak akan merasa memiliki ruang untuk menghindari kewajiban tanpa risiko yang berarti. Oleh sebab itu, sanksi pajak berperan penting dalam memperkuat persepsi kontrol, sehingga kepatuhan pajak dapat tercapai.
c) Normative Beliefs – Tarif Pajak 
	Normative beliefs mencerminkan pengaruh sosial atau norma yang mendorong individu untuk memenuhi harapan lingkungannya. Dalam konteks kepatuhan pajak, hal ini berkaitan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang dianggap wajar, proporsional, dan sesuai kemampuan wajib pajak akan menciptakan persepsi bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang normal dan adil. Norma ini diperkuat oleh lingkungan sosial seperti keluarga, rekan bisnis, dan masyarakat yang menganggap kepatuhan pajak sebagai perilaku yang seharusnya dilakukan. Sebaliknya, jika tarif pajak dinilai terlalu tinggi atau memberatkan, maka akan menimbulkan persepsi negatif yang mengurangi dorongan untuk patuh. Dengan demikian, kesesuaian tarif pajak tidak hanya berdampak pada persepsi individu, tetapi juga memperkuat pengaruh norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak.
	Penelitian ini menerapkan Theory of Planned Behavior untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak sebagai variabel independen, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Dan dalam teori ini, sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak, terhadap kepatuhan itu sendiri. Sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran mampu memperkuat sikap positif wajib pajak terhadap kepatuhan, meningkatkan persepsi atas norma sosial (norma subjektif), serta menambah keyakinan akan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, ketika sosialisasi pajak dilakukan dengan baik, pengaruh variabel-variabel seperti kualitas pelayanan atau sanksi pajak terhadap kepatuhan akan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika sosialisasi minim atau tidak efektif, maka pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan bisa melemah. Dengan demikian, sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengaruh faktor-faktor lain terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
	Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:
[bookmark: _Hlk204672145][bookmark: _Hlk203605849][image: ]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc205277930]2.4 Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc196599956][bookmark: _Toc196738140][bookmark: _Toc196862188][bookmark: _Toc205277931]2.4.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Kualitas pelayanan berkaitan dengan behaviol beliefs, salah satu faktor dalam Theory of Planned Behavior. Behavior beliefs menjelaskan bahwa sebelum melakukan suatu tindakan, individu memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari tindakan tersebut. Dalam konteks perpajakan, apabila wajib pajak meyakini bahwa pelayanan yang diberikan petugas pajak berkualitas, ramah, dan memudahkan proses administrasi, maka mereka akan memandang bahwa kepatuhan pajak memberikan manfaat seperti kemudahan, kenyamanan, serta terhindar dari masalah hukum. Pelayanan yang baik dari petugas pajak juga menciptakan pengalaman positif, sehingga menumbuhkan persepsi bahwa patuh pajak bukan beban, melainkan kewajiban yang mendukung kelancaran usaha dan pembangunan negara.
	Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil yang konsisten mengenai dampak posistif kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Baik itu penelitian yang dilakukan oleh Rohman et al., (2022) maupun penelitian yang dilakukan Maula et al., (2020), keduanya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yang pertama sebagai berikut :
H1: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda
[bookmark: _Toc196599957][bookmark: _Toc196738141][bookmark: _Toc196862189][bookmark: _Toc205277932]2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Pada Theory of Planned Behavior terdiri beberapa macam faktor satu diantaranya Control Beliefs atau keyakinan kontrol yang bisa dikaitkan dengan sanksi pajak. keyakinan kontrol merupakan perasaan seseorang tentang kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya. Jika sanksi pajak dianggap adil, jelas, dan diterapkan secara konsisten, wajib pajak akan merasa bahwa mereka memiliki kontrol yang lebih besar untuk menghindari sanksi tersebut dengan cara mematuhi peraturan. 
	Namun, jika sanksi pajak dianggap tidak adil, tidak jelas, atau diterapkan secara sewenang-wenang, wajib pajak akan merasa bahwa mereka memiliki sedikit kontrol atas situasi tersebut. Hal ini dapat menurunkan kepatuhan, karena mereka merasa tidak ada gunanya mencoba mematuhi jika hasilnya tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Dengan demikian, sanksi pajak yang efektif harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan control beliefs wajib pajak, yaitu keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mematuhi peraturan dan menghindari sanksi.
	Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Maula et al., (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi & Mangoting, (2013) memperkuat temuan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara penerapan sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yang kedua sebagai berikut : 
H2 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda
[bookmark: _Toc196599958][bookmark: _Toc196738142][bookmark: _Toc196862190][bookmark: _Toc205277933]2.4.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Tarif pajak berkaitan dengan normative beliefs dalam Theory of Planned Behavior. Normative beliefs mengacu pada keyakinan individu terhadap norma sosial dan harapan pihak lain terkait suatu perilaku. Dalam hal perpajakan, tarif yang wajar dan sesuai kemampuan wajib pajak menciptakan persepsi bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang adil dan sesuai norma. Hal ini diperkuat oleh pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, rekan bisnis, dan komunitas yang menganggap kepatuhan pajak sebagai perilaku yang benar. Sebaliknya, jika tarif dianggap terlalu tinggi, wajib pajak merasa kewajiban tersebut tidak sesuai dengan norma keadilan, sehingga memengaruhi sikap untuk patuh.
[bookmark: _Toc196599959][bookmark: _Toc196738143][bookmark: _Toc196862191]	Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dani Arta & Stikubank Semarang, 2022) memperkuat temuannya bahwa tarif pajak yang sesuai dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yang kedua sebagai berikut:
H3 : Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.
2.4.4 Sosialisasi Pajak Memoderasi Hubungan Antara Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
	Sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, serta konsekuensi pelanggaran. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, pengaruh kualitas pelayanan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan menjadi lebih kuat karena wajib pajak lebih paham manfaat kepatuhan dan risiko ketidakpatuhan. Selain itu, sosialisasi juga dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan, karena informasi yang jelas membuat wajib pajak merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
	Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari et al., 2020 dan penelitian yang dilakukan oleh Anjelina et al., (2023) memperkuat temuannya bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis yang kedua sebagai berikut:
H4: Sosialisasi Pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
[bookmark: _Toc196599960][bookmark: _Toc196738144][bookmark: _Toc196862192][bookmark: _Toc205277934]2.5 Model Penelitian
	Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk perilaku kepatuhan wajib pajak, dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, sikap positif terhadap sistem perpajakan, dorongan sosial, serta keyakinan akan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajak akan mendorong niat dan perilaku kepatuhan.
	Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak dijadikan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Sementara itu, sosialisasi pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel tersebut.
	Theory of Planned Behavior berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak terhadap kualitas pelayanan dan kemudahan akses informasi pajak mempengaruhi niat dan tindakan kepatuhan. 
	Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:
[bookmark: _Toc196738145][image: ]
Gambar 2. 2 Model Penelitian
[bookmark: _Hlk203033684][bookmark: _Toc196738146][bookmark: _Toc196599961][bookmark: _Toc196862193]Sumber: Data Diolah, 2025


[bookmark: _Toc205277935][bookmark: _Toc196738147]BAB III 
[bookmark: _Toc205164389][bookmark: _Toc205277936]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc196599962][bookmark: _Toc196738148][bookmark: _Toc196862194][bookmark: _Toc205277937]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti, yaitu kualitas pelayanan, sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi, serta kepatuhan wajib pajak UMKM, akan diukur menggunakan definisi operasional yang jelas. Definisi operasional ini akan memberikan pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara objektif dan akurat.
1. Variabel dependen atau variabel terikat (Y)
	Menurut Sugiyono (2013) adalah variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak (Rohman et al., 2022).
a. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, pelunasan tunggakan pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, penerapan sanksi, dan tarif pajak yang berlaku.
Tabel 3. 1 Indikator Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Pelaporan SPT dan pembayaran dilakukan tepat waktu
	Y1.1

	Perhitungan pajak terutang dan kurang bayar
	Y1.2

	Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan
	Y1.3

	Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana perpajakan
	Y1.4


Sumber: Data Diolah, 2025

2. Variabel bebas atau independent variabel (X)
	Variabel Independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak yang dinyatakan dengan skor total hasil pengukuran pertanyaan responden mengenai variabel bebas melalui indikator yang mendasari kuesioner (Rohman et al., 2022).
a. Kualitas pelayanan merupakan salah satu yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Kota Samarinda mencakup kemudahan akses informasi, kecepatan proses administrasi, serta sikap ramah dari petugas pajak. Pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

[bookmark: _Hlk181662076]Tabel 3. 2 Indikator Pengukuran Variabel Kualitas Pelayanan (X1)
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Keandalan
	X1.1

	Ketanggapan
	X1.2

	Jaminan/Kepastian
	X1.3

	Empati
	X1.4


 Sumber: Data Diolah, 2025
b. Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau sanksi lainnya. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten di KPP Pratama Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya.
	[bookmark: _Toc181723355]Indikator
	Butiran Pernyataan

	Sanksi dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran
	X2.1

	Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan
	X2.2

	Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan
	X2.3

	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
	X2.4


Tabel 3 .3 Indikator Pengukuran Variabel Sanksi Pajak (X2)
Sumber: Data Diolah, 2025
c. Tarif pajak adalah persentase yang dikenakan pada penghasilan atau objek pajak tertentu. Tarif yang sederhana, transparan, dan adil akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada UMKM, tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka akan mendorong partisipasi yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
[bookmark: _Toc181723356][bookmark: _Hlk181662767]Tabel 3 .4 Indikator Pengukuran Variabel Tarif Pajak (X3)
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan
	X3.1

	Penurunan tarif meningkatkan kemauan membayar pajak
	X3.2

	Kemampuan membayar berdasarkan tarif
	X3.3

	Tarif tidak menentukan kesadaran membayar pajak
	X3.4


Sumber: Data Diolah, 2025
3. Variabel Moderasi (Z)
Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, (Sugiyono, 2012). Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah sosialisasi pajak.
a. Sosialisasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kota Samarinda untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan dan prosedur perpajakan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, media online, maupun konsultasi langsung. Sebagai variabel moderasi, sosialisasi pajak berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kualitas pelayanan, penerapan sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.





Tabel 3 .5 Indikator Pengukuran Variabel Sosialisasi Pajak (Z)
	Indikator
	Butiran Pernyataan

	Partisipasi dalam Penyuluhan Pajak
	Z1.1

	Akses Informasi melalui Media Sosial
	Z1.2

	Pemahaman terhadap Peraturan Terbaru
	Z1.3

	Pemahaman terhadap Sistem Elektronik Perpajakan
	Z1.4


Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc180774380][bookmark: _Toc180775166][bookmark: _Toc181724300][bookmark: _Toc196599963][bookmark: _Toc196738149][bookmark: _Toc196862195][bookmark: _Toc205277938]3.2 Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc180774381][bookmark: _Toc180775167][bookmark: _Toc181724301][bookmark: _Toc196599964][bookmark: _Toc196738150][bookmark: _Toc196862196][bookmark: _Toc205277939]3.2.1 Populasi
	Populasi adalah seluruh wilayah atau sesimpul yang terdiri dari banyak elemen – elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Maula et al., 2020). Populasi penelitian mencakup sepuluh kecamatan, yaitu Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, dan Sungai Pinang. Dan populasi dalam penelitian ini berjumlah 27.521 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan 57.010 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
[bookmark: _Toc180774382][bookmark: _Toc180775168][bookmark: _Toc181724302][bookmark: _Toc196599965][bookmark: _Toc196738151][bookmark: _Toc196862197][bookmark: _Toc205277940]3.2.2 Sampel
	Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Nainggolan & Patimah, 2019). Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode probability sampling dengan teknik stratified random sampling, yang memperhatikan berbagai tingkatan yang ada dalam populasi. Stratified random sampling yang merupakan pengambilan sampel dari populasi dibagi menjadi subkelompok (strata) yang homogen, lalu sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Dan jumlah populasi berdasarkan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir, perhitungan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Adapun rumus slovin sebagai berikut:
	n
	=
	N

	
	
	1 + N (e)2



Keterangan:
	n
	:
	Jumlah sampel

	N
	:
	Jumlah populasi

	e
	:
	Batas toleransi kesalahan (10%)



Perhitungan:
1. KPP Pratama Samarinda Ulu
	[bookmark: _Hlk190907809]n
	=
	27.521
	

	
	
	1+ 27.521 (0,1)2
	

	
	=
	27.521
	

	
	
	1+27.521 (0,01)
	

	
	=
	27.521
	

	
	
	1 + 275,21
	

	
	=
	27.521
	

	
	
	276,21
	

	
	=
	99,6
	

	
	=
	100 (dibulatkan ke atas)



2. KPP Pratama Samarinda Ilir
	n
	=
	57.010
	

	
	
	1+ 57.010 (0,1)2
	

	
	=
	57.010
	

	
	
	1+57.010 (0,01)
	

	
	=
	57.010
	

	
	
	1 + 570,10
	

	
	=
	57.010
	

	
	
	571,10
	

	
	=
	99,76
	

	
	=
	100 (dibulatkan ke atas)




Tabel 3 .6 Jumlah Wajib Pajak UMKM Kota Samarinda
	NO
	BAGIAN
	JUMLAH WP UMKM
	SLOVIN

	1
	SAMARINDA ULU
	27.521
	100

	2
	SAMARINDA ILIR
	57.010
	100

	TOTAL
	200


Sumber: Hasil Peneliti, 2025
[bookmark: _Toc196599966]3.3 Jenis dan Sumber Data
[bookmark: _Toc196599967][bookmark: _Toc196738152][bookmark: _Toc196862198][bookmark: _Toc205277941]3.3.1 Jenis Data
	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif memiliki ciri khas berhubungan dengan data numerik dan bersifat obyektif (Rohman et al., 2022).
3.3.2 Sumber Data
	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data tersebut bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan diperoleh dari perhitungan kuesioner yang dilakukan (Herlangga, 2021). Peneliti ingin melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi di Kota Samarinda, sehingga jenis penelitian kuantitatif cocok digunakan dalam kajian ini.
[bookmark: _Toc196599968][bookmark: _Toc196738153][bookmark: _Toc196862199][bookmark: _Toc205277942]3.4 Metode Pengumpulan Data
	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142). Prosedur metode kuesioner adalah peneliti akan memberikan sejumlah pernyataan kepada wajib pajak UMKM di Kota Samarinda dengan menggunakan media angket dan wajib pajak tersebut diminta untuk menjawab pernyataan – pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat mereka. Dalam penilaian metode ini, peneliti menggunakan skala likert.
[bookmark: _Toc181723358]Adapun skala pengukuran menggunakan skala likert, sebagai berikut:
Tabel 3 .7 Poin Skala Likert
	Keterangan
	Skor

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Netral (N)
	3

	Setuju (S)
	4

	Sangat Setuju (SS)
	5


Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc196599969][bookmark: _Toc196738154][bookmark: _Toc196862200][bookmark: _Toc205277943]3.5 Metode Analisis Data
	Teknik analisis yang digunakan antara lain uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya uji asumsi klasik, kemudian analisis uji regresi linier berganda menggunakan analisis statistic dengan bantuan SPSS Statistics 25 dan melakukan uji hipotesis yaitu uji parsial (uji t), uji F, dan uji koefesien determinasi (R2).
[bookmark: _Toc196599970][bookmark: _Toc196738155][bookmark: _Toc196862201][bookmark: _Toc205277944]3.5.1 Uji Kualitas Data
	Instrumen pengujian dalam pengambilan data penelitian ini yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas (Herlangga, 2021). Pengujian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Dengan tujuan responden yaitu Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah Kota Samarinda.
3.5.1.1 Uji Validitas 
	Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa cermat sebuah pernyataan dalam kuesioner yang akan ditanyakan kepada responden dengan membandingkan r table dengan r hitung, r hitung yang ditentukan jika r tabel < r hitung maka dapat 
dikatakan valid (Herlangga, 2021).
	Dalam penelitian ini, nilai r tabel sebesar 0,361 pada tingkat signifikansi 0,05 digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, item pernyataan dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dari 0,361. 
3.5.1.2 Uji Reliabilitas
	Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya (Herlangga, 2021). Pengujian ini dapat ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,600 agar dapat dikatakan reliabel. Tujuan dilakukan uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu instrument dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu obyek.
[bookmark: _Toc196599971][bookmark: _Toc196738156][bookmark: _Toc196862202][bookmark: _Toc205277945]3.5.2 Uji Asumsi Klasik
	Uji Asumsi klasik diterapkan untuk mengetahui kelayakan dalam model regresu dan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan pelanggaran asumsi klasik (Herlangga, 2021).
3.5.2.1 Uji Normalitas 
	Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam system regresi. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Rohman et al., 2022).
	Herlangga, (2021) mengatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan dasar pengambilan Keputusan jika nilai Asympotic Significant (2-tailed) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal tetapi jika nilai Asympotic Significant (2-tailed) < 0,50 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas
	Menurut Herlangga, (2021) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terbentuk adanya korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. Untuk mendeteksinya uji multikolinearitas dapat diuji dengan melalui nilai TOL (tolerance) dengan Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai dasarnya dapat dilihat dengan jika VIF > 10 terdapat persoalan multikolinearitas diantara variabel bebas. Jika VIF < 10 tidak terdapat persoalan multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas
	Dalam penelitian ini mengunakan grafik plot. Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
[bookmark: _Toc196599972][bookmark: _Toc196738157][bookmark: _Toc196862203][bookmark: _Toc205277946]3.5.3 Regresi Linier Berganda
	Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linear berganda yaitu hubungan secara linier dari variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh kualitas pelayanan (X1), sanksi (X2) dan tarif pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dengan sosialisasi pajak (Z) sebagai variabel moderasi di Kota Samarinda.
Berikut ini merupakan persamaan regresi yang digunakan :
Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.Z + e
Keterangan:
Y		                 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
	α			= Konstanta
β1, β2, β3, β4 		= Koefisien
	X1	                               = Kualitas Pelayanan Pajak
	X2		= Sanksi Pajak
	X3		= Tarif Pajak
	Z			= Sosialisasi Pajak
e		= Error
[bookmark: _Toc196599973][bookmark: _Toc196738158][bookmark: _Toc196862204][bookmark: _Toc205277947]3.5.4 Pengujian Hipotesis
	Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan uji secara Parsial (uji t), uji secara Simultan (uji F), uji koefisien determinasi (R2) maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS.
3.5.4.1 Uji Parsial (uji t)
		Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan thitung dengan ttable pada derajat kepercayaan 5%, serta dapat pula melihat kriteria pengujian yakni nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dalam artian variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dengan artian variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Rohman et al., 2022).
3.5.4.2 Uji F
		Menurut Herlangga, (2021) Uji F dalam analisis regresi berganda dilakukan untuk melihat seberapa penting pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk melakukan pengujian Uji F tersebut digunakan tabel output ANOVA. Berikut ini kriteria berdasarkan dari output ANOVA:
a. Jika nilai Sig. <0,05, maka hipotesis dapat diterima atau dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai Sig. >0,05, maka hasil hipotesis di tolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R2)
	Nilai Koefisien determinasi (R2) ditunjukkan dengan nilai adjusted R square (Herlangga, 2021). Jika nilai koefisien determinan yaitu 1, artinya variabel independen berpengaruh sempurna dengan variabel dependen. 
		Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Rohman et al., 2022).
3.6 Pilot Test
		Tahap awal sebelum mendistribusikan kuesioner kepada responden adalah melakukan uji coba (pilot test) untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut layak dan sesuai digunakan dalam penelitian utama. Uji coba ini dilakukan dengan menguji kuesioner pada sejumlah kecil responden yaitu sebanyak 30 responden. Hasil uji coba ini kemudian dianalisis untuk menilai validitas dan reliabilitas. 
	Untuk menentukan apakah kuesioner itu valid atau tidak diperlukan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa cermat sebuah pernyataan dalam kuesioner yang akan ditanyakan kepada responden dengan membandingkan r table dengan r hitung, r hitung yang ditentukan jika r tabel < r hitung maka dapat dikatakan valid (Herlangga, 2021). Nilai r tabel ditentukan berdasarkan rumus Pearson Product Moment dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dan derajat kebebasan (df) sebesar 28 (dari N-2, yaitu 30-2). Berdasarkan tabel r, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361. Hasil uji validitas dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut: 




Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas
	Variabel
	Indikator
	r hitung
	r tabel
	Keterangan

	(Y) Kepatuhan Wajib Pajak
	Y1.1
	0,871
	0,361
	Valid

	
	Y1.2
	0,886
	0,361
	Valid

	
	Y1.3
	0,855
	0,361
	Valid

	
	Y1.4
	0,926
	0,361
	Valid

	(X1) Kualitas Pelayanan 
	X1.1
	0,877
	0,361
	Valid

	
	X1.2
	0,828
	0,361
	Valid

	
	X1.3
	0,882
	0,361
	Valid

	
	X1.4
	0,901
	0,361
	Valid

	(X2) Sanksi Pajak
	X2.1
	0,900
	0,361
	Valid

	
	X2.2
	0,860
	0,361
	Valid

	
	X2.3
	0,801
	0,361
	Valid

	
	X2.4
	0,888
	0,361
	Valid

	(X3) Tarif Pajak
	X3.1
	0,866
	0,361
	Valid

	
	X3.2
	0,833
	0,361
	Valid

	
	X3.3
	0,845
	0,361
	Valid

	
	X3.4
	0,924
	0,361
	Valid

	(Z) Sosialisasi Pajak
	Z1.1
	0,882
	0,361
	Valid

	
	Z1.2
	0,888
	0,361
	Valid

	
	Z1.3
	0,865
	0,361
	Valid

	
	Z1.4
	0,910
	0,361
	Valid


Sumber: Data Diolah, 2025
		Berdasarkan tabel uji validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kualitas Pelayanan (X1), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sosialisasi Pajak (Z) dinyatakan valid. Hal ini karena semua nilai r hitung untuk masing-masing indikator lebih besar daripada nilai r tabel (0,361). Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut, karena mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat.
	Dan untuk menentukan sebuah kuesioner dianggap reliabel atau andal berdasarkan indikator-indikator variabel menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya (Herlangga, 2021). Pengujian ini dapat ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,600 agar dapat dikatakan reliabel. Hasil uji validitas dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut : 
Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas
	No
	Variabel
	Jumlah Item
	Nilai Cronbach's Alpha
	Batas Minimal Cronbach's Alpha
	Keterangan

	1
	Kepatuhan Wajib Pajak
	4
	0,906
	0,600
	Reliabel

	2
	Kualitas Pelayanan Pajak
	4
	0,895
	0,600
	Reliabel

	3
	Sanksi Pajak
	4
	0,885
	0,600
	Reliabel

	4
	Tarif Pajak
	4
	0,890
	0,600
	Reliabel

	5
	Sosialisasi Pajak
	4
	0,908
	0,600
	Reliabel


Sumber : Data Diolah, 2025
		Berdasarkan tabel diatas, variabel penelitian kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sosialisasi pajak memiliki nilai Cronbach’s Alpha jauh di atas batas minimal 0,600, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel.








[bookmark: _Toc196599974][bookmark: _Toc196738159][bookmark: _Toc196862205]
[bookmark: _Toc205277948]DAFTAR PUSTAKA
Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 11(1), 119–130. https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644
Dani Arta, L., & Stikubank Semarang, U. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4, 2022. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue
Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 9(1). https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243
Faridzi Aldi Muhammad, Suryanto Tulus, & Devi Yulistia. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame).
Fuadi, O. A., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Universitas Kristen Petra.
Handayani, W., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Surabaya, U. N. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). In Jurnal Ekonomi Akuntansi (Vol. 3).
Herlangga, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Maula, F. C., Mawardi, C. M., & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Mojokerto. www.depkop.go.id
Mintje Seftiani Megahsari. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). In Kesadaran… Jurnal EMBA (Vol. 4, Issue 1). www.bps.go.id/departemen
Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan.
Pilli Rayna Kornelia. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota samarinda.
Prastya Dyan Arya, & Iskandar. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 9.
Putu, D., Suari, A. M., Yuesti, A., Putu, N., & Dewi, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Gianyar.
Rohman, F., Ekonomi, F., Bisnis, D., Sukron Iriyanto, M., Kata, P. J., Kepatuhan, K. :, Pelayanan, K., & Sanksi, T. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/
Siregar Sriani Nova, Hendrayati Lestari Sri, & Oktavia Rini. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. 14.
Unisma, F. E., Pada, S., Pajak, W., Pribadi, O., Terdaftar, Y., Pratama, K., Selatan, M., Evi, O. :, Lazuardini, R., Susyanti, H. J., Achmad, ), & Priyono, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). www.fe.unisma.ac.id
Wulandari, R., Kristiawati, E., Komyos Sudarso, J., & -Kalimantan Barat, P. (2020). Sosialisasi Pajak Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Research Journal of Accounting and Business Management. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-









[bookmark: _Toc205277949]LAMPIRAN











Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
KUESIONER PENELITIAN
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
	Penelitian ini mengangkat topik mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, dengan mengambil responden Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini mencoba meneliti Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kota Samarinda.
Identitas Peneliti
Nama		: Nurul Halimah
NIM		: 2101036105
Program Studi	: S1-Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Universitas	: Universitas Mulawarman
	Penelitian ini sifatnya untuk keperluan Pendidikan. Dimana, nama maupun data-data serta jawaban yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan di kuesioner ini tidak akan dipublikasikan. Kerahasiaan data Bapak/Ibu/Saudara/i terjamin sehingga tidak akan diketahui orang lain. Oleh karena itu, dimohon kejujuran dari Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini.
	Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan dan kerjasama untuk mengisi kuesioner ini.
								  Hormat saya,
                                                                                                  Peneliti

							Nurul Halimah
A. Identitas Responden
1. Nama
2. Jenis Kelamin
a. Laki-laki			b. Perempuan 
3. Umur 
a. 20 - 25 tahun		d. 36 – 40 tahun 
b. 26 – 30 tahun	            e. > 40 tahun 
c. 31 – 35 tahun
4. Memiliki NPWP
a. Ya				b. Tidak
5. Pernah Mengunjungi KPP Pratama Samarinda 
a. Ya		                        b. Tidak
6. Pendidikan Terakhir 
a. SMA			c. Sarjana 
b. Diploma	                        d. Lainnya…
7. Jenis Usaha/Bisnis yang Dijalankan Saat Ini 
(Cth : Warung Makan Nasi Padang)
8. Kapan Usaha Didirikan
a. < 3 Tahun                          c. 5 – 10 Tahun
b. 3 – 5 Tahun                       d. > 10 Tahun
9. Omset Penjualan Perbulan 
a. < 10 Juta			d. 100 – 500 Juta
b. 10 – 25 Juta		e. 500 Juta – 1 M
c. 50 – 100 Juta		f. > 1 M
10. Kecamatan
a. Loa Janan Ilir		f. Samarinda Ilir
b. Palaran			g. Samarinda Kota
c. Samarinda Seberang	h. Samarinda Utara
d. Samarinda Ulu		i. Sambutan
e. Sungai Kunjang		j. Sungai Pinang
B. Petunjuk Pengisian
Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk menjawab pernyataan dengan memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan maupun pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun kriteria penilaian yang akan dinilai menggunakan skala likert, sebagai berikut :
	Keterangan
	Nilai

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Netral (N)
	3

	Setuju (S)
	4

	Sangat Setuju (SS)
	5



C. Pernyataan
1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	[bookmark: _Hlk181693644]Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	Y1.1
	Wajib pajak selalu melaporkan SPT dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
	
	
	
	
	

	Y1.2
	Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang dan kekurangan pembayaran pajak dengan teliti dan sesuai aturan.
	
	
	
	
	

	Y1.3
	Wajib pajak tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	Y1.4
	Wajib pajak tidak pernah menerima hukuman pidana karena pelanggaran di bidang perpajakan.
	
	
	
	
	


	Sumber: (Herlangga, 2021)
2. Kualitas Pelayanan Pajak (X1)
	[bookmark: _Hlk181694542]Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	X1.1
	Petugas pajak memberikan informasi dan layanan secara akurat dan konsisten kepada wajib pajak.
	
	
	
	
	

	X1.2
	Petugas pajak cepat tanggap dalam memberikan bantuan atau menjawab pertanyaan wajib pajak.
	
	
	
	
	

	X1.3
	Wajib pajak merasa aman dan yakin terhadap pelayanan serta informasi yang diberikan oleh petugas pajak.
	
	
	
	
	

	X1.4
	Petugas pajak memahami kebutuhan dan memberikan perhatian yang baik kepada wajib pajak.
	
	
	
	
	


	Sumber: (Herlangga, 2021)
3. Sanksi Pajak (X2)
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	X2.1
	Wajib pajak mengetahui bahwa akan dikenakan sanksi jika terlambat membayar pajak.
	
	
	
	
	

	X2.2
	Wajib pajak merasa bahwa sanksi administratif bagi pelanggaran pajak masih tergolong ringan.
	
	
	
	
	

	X2.3
	Wajib pajak setuju bahwa sanksi perpajakan diperlukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
	
	
	
	
	

	X2.4
	Wajib pajak setuju bahwa sanksi pajak harus diterapkan tanpa toleransi kepada wajib pajak yang melanggar aturan.
	
	
	
	
	


	Sumber: (Herlangga, 2021) dan (Fuadi & Mangoting, 2013)

4. Tarif Pajak (X3)
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	X3.1
	Tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
	
	
	
	
	

	X3.2
	Penurunan tarif pajak akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.
	
	
	
	
	

	X3.3
	Saya merasa tarif pajak yang berlaku sudah sesuai dengan kemampuan saya sebagai wajib pajak.
	
	
	
	
	

	X3.4
	Kesadaran wajib pajak tidak sepenuhnya bergantung pada besarnya tarif pajak yang dikenakan.
	
	
	
	
	


	Sumber: (Herlangga, 2021)
5. Sosialisasi Pajak (Z)
	Kode
	Pernyataan
	Jawaban 

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	Z1.1
	Saya mendapatkan penyuluhan pajak dari KPP setempat.
	
	
	
	
	

	Z1.2
	Saya mudah mendapatkan informasi perpajakan melalui media sosial KPP setempat.
	
	
	
	
	

	Z1.3
	Sosialisasi memberikan pemahaman mengenai peraturan perpajakan terbaru.
	
	
	
	
	

	Z1.4
	Sosialisasi pajak memberikan pemahaman bagi saya mengenai penggunaan sistem perpajakan elektronik.
	
	
	
	
	


	Sumber: (Faidani et al., 2023)





Lampiran 2 Tabulasi Data Pilot Test
	No Responden
	Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X1)

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	Total

	1
	5
	5
	4
	4
	18

	2
	5
	4
	4
	5
	18

	3
	3
	4
	4
	3
	14

	4
	5
	4
	5
	4
	18

	5
	5
	4
	5
	4
	18

	6
	3
	3
	2
	3
	11

	7
	4
	4
	5
	4
	17

	8
	4
	5
	4
	5
	18

	9
	4
	3
	4
	3
	14

	10
	4
	5
	5
	4
	18

	11
	3
	2
	2
	3
	10

	12
	4
	5
	5
	4
	18

	13
	3
	4
	4
	3
	14

	14
	4
	5
	4
	5
	18

	15
	4
	3
	4
	3
	14

	16
	4
	5
	5
	4
	18

	17
	4
	5
	5
	4
	18

	18
	3
	4
	3
	3
	13

	19
	5
	4
	5
	5
	19

	20
	1
	2
	2
	1
	6

	21
	5
	4
	5
	5
	19

	22
	3
	4
	4
	3
	14

	23
	5
	5
	5
	4
	19

	24
	4
	5
	5
	4
	18

	25
	3
	3
	2
	2
	10

	26
	4
	5
	4
	4
	17

	27
	4
	5
	5
	4
	18

	28
	3
	3
	4
	3
	13

	29
	5
	4
	5
	4
	18

	30
	5
	4
	4
	5
	18

	









	
	








	
	
	

	
	
	
	
	
	

	No Responden
	Variabel Sanksi Pajak (X2)

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	Total

	1
	4
	5
	5
	4
	18

	2
	5
	4
	4
	5
	18

	3
	3
	4
	4
	3
	14

	4
	5
	4
	5
	4
	18

	5
	5
	4
	5
	4
	18

	6
	2
	3
	2
	3
	10

	7
	5
	5
	4
	5
	19

	8
	4
	5
	4
	5
	18

	9
	4
	4
	3
	4
	15

	10
	5
	4
	5
	4
	18

	11
	2
	3
	3
	2
	10

	12
	5
	4
	5
	4
	18

	13
	3
	4
	4
	3
	14

	14
	4
	5
	4
	5
	18

	15
	4
	4
	3
	3
	14

	16
	5
	4
	5
	4
	18

	17
	5
	4
	4
	5
	18

	18
	3
	4
	4
	3
	14

	19
	4
	5
	5
	4
	18

	20
	1
	1
	2
	2
	6

	21
	5
	5
	4
	5
	19

	22
	4
	3
	4
	3
	14

	23
	4
	4
	5
	4
	17

	24
	4
	5
	4
	4
	17

	25
	2
	3
	3
	2
	10

	26
	4
	5
	4
	5
	18

	27
	4
	5
	4
	5
	18

	28
	4
	4
	3
	3
	14

	29
	4
	5
	5
	5
	19

	30
	4
	5
	4
	5
	18

	
	
	
	
	
	

	












	
	
	
	
	

	No Responden
	Variabel Tarif Pajak (X3)

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	Total

	1
	4
	5
	5
	4
	18

	2
	4
	5
	4
	5
	18

	3
	4
	3
	4
	4
	15

	4
	4
	4
	5
	4
	17

	5
	4
	5
	5
	4
	18

	6
	2
	3
	3
	2
	10

	7
	5
	4
	4
	5
	18

	8
	5
	4
	5
	4
	18

	9
	3
	4
	4
	3
	14

	10
	4
	4
	5
	5
	18

	11
	2
	3
	3
	2
	10

	12
	4
	5
	4
	4
	17

	13
	3
	4
	3
	3
	13

	14
	4
	5
	5
	4
	18

	15
	3
	4
	3
	4
	14

	16
	4
	5
	5
	4
	18

	17
	5
	5
	4
	5
	19

	18
	3
	4
	3
	3
	13

	19
	5
	4
	4
	5
	18

	20
	2
	1
	2
	1
	6

	21
	4
	5
	5
	4
	18

	22
	4
	4
	3
	3
	14

	23
	5
	4
	5
	4
	18

	24
	4
	5
	4
	4
	17

	25
	3
	2
	3
	2
	10

	26
	4
	5
	4
	5
	18

	27
	5
	4
	5
	4
	18

	28
	3
	4
	4
	3
	14

	29
	5
	4
	5
	4
	18

	30
	5
	4
	4
	4
	17

	












	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	No Responden
	Variabel Sosialisasi Pajak (Z)

	
	Z1.1
	Z1.2
	Z1.3
	Z1.4
	Total

	1
	4
	4
	5
	4
	17

	2
	4
	4
	5
	5
	18

	3
	3
	3
	4
	3
	13

	4
	5
	4
	5
	5
	19

	5
	4
	5
	4
	5
	18

	6
	2
	2
	3
	2
	9

	7
	4
	5
	4
	5
	18

	8
	4
	4
	5
	5
	18

	9
	4
	4
	3
	4
	15

	10
	5
	4
	5
	4
	18

	11
	3
	2
	3
	2
	10

	12
	5
	5
	4
	5
	19

	13
	3
	4
	4
	3
	14

	14
	4
	5
	5
	5
	19

	15
	3
	4
	4
	3
	14

	16
	5
	5
	5
	4
	19

	17
	4
	5
	5
	5
	19

	18
	3
	4
	4
	3
	14

	19
	5
	4
	4
	5
	18

	20
	2
	1
	1
	2
	6

	21
	4
	5
	5
	4
	18

	22
	3
	4
	4
	3
	14

	23
	5
	4
	5
	4
	18

	24
	4
	5
	4
	5
	18

	25
	2
	3
	3
	2
	10

	26
	5
	4
	5
	5
	19

	27
	4
	5
	5
	4
	18

	28
	3
	4
	3
	4
	14

	29
	4
	5
	5
	4
	18

	30
	4
	5
	5
	5
	19

	











	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	No Responden
	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4
	Total

	1
	4
	5
	5
	4
	18

	2
	4
	5
	5
	5
	19

	3
	4
	4
	3
	4
	15

	4
	5
	4
	5
	5
	19

	5
	4
	5
	4
	4
	17

	6
	3
	2
	2
	3
	10

	7
	5
	4
	5
	5
	19

	8
	4
	5
	4
	5
	18

	9
	3
	3
	4
	3
	13

	10
	5
	5
	4
	5
	19

	11
	2
	3
	3
	2
	10

	12
	5
	5
	4
	5
	19

	13
	4
	3
	3
	3
	13

	14
	4
	5
	4
	5
	18

	15
	3
	4
	3
	4
	14

	16
	5
	4
	5
	5
	19

	17
	4
	4
	5
	5
	18

	18
	3
	4
	3
	4
	14

	19
	5
	5
	4
	5
	19

	20
	2
	1
	2
	1
	6

	21
	4
	4
	5
	5
	18

	22
	4
	3
	4
	4
	15

	23
	5
	5
	4
	5
	19

	24
	4
	5
	4
	4
	17

	25
	3
	2
	2
	3
	10

	26
	5
	5
	5
	4
	19

	27
	4
	5
	5
	5
	19

	28
	3
	4
	4
	3
	14

	29
	5
	4
	4
	5
	18

	30
	4
	5
	5
	4
	18







Lampiran 3 Hasil Olahan Data IBM SPSS STATISTIC 25
1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak
	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	TOTALX1

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	.529**
	.698**
	.830**
	.877**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.003
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.2
	Pearson Correlation
	.529**
	1
	.706**
	.665**
	.828**

	
	Sig. (2-tailed)
	.003
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.3
	Pearson Correlation
	.698**
	.706**
	1
	.654**
	.882**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.4
	Pearson Correlation
	.830**
	.665**
	.654**
	1
	.901**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTALX1
	Pearson Correlation
	.877**
	.828**
	.882**
	.901**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.895
	4







2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak
	Correlations

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	TOTALX2

	X2.1
	Pearson Correlation
	1
	.628**
	.708**
	.741**
	.900**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.2
	Pearson Correlation
	.628**
	1
	.572**
	.786**
	.860**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.001
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.3
	Pearson Correlation
	.708**
	.572**
	1
	.517**
	.801**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	
	.003
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.4
	Pearson Correlation
	.741**
	.786**
	.517**
	1
	.888**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.003
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTALX2
	Pearson Correlation
	.900**
	.860**
	.801**
	.888**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.885
	4






3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Tarif Pajak
	Correlations

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	TOTALX3

	X3.1
	Pearson Correlation
	1
	.517**
	.689**
	.795**
	.866**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.003
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.2
	Pearson Correlation
	.517**
	1
	.625**
	.739**
	.833**

	
	Sig. (2-tailed)
	.003
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.3
	Pearson Correlation
	.689**
	.625**
	1
	.647**
	.845**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.4
	Pearson Correlation
	.795**
	.739**
	.647**
	1
	.924**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTALX3
	Pearson Correlation
	.866**
	.833**
	.845**
	.924**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.890
	4











4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sosialisasi Pajak
	Correlations

	
	Z1.1
	Z1.2
	Z1.3
	Z1.4
	TOTALZ1

	Z1.1
	Pearson Correlation
	1
	.639**
	.706**
	.797**
	.882**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Z1.2
	Pearson Correlation
	.639**
	1
	.728**
	.767**
	.888**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Z1.3
	Pearson Correlation
	.706**
	.728**
	1
	.646**
	.865**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Z1.4
	Pearson Correlation
	.797**
	.767**
	.646**
	1
	.910**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTALZ1
	Pearson Correlation
	.882**
	.888**
	.865**
	.910**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.908
	4








5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
	Correlations

	
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4
	TOTALY1

	Y1.1
	Pearson Correlation
	1
	.648**
	.642**
	.823**
	.871**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Y1.2
	Pearson Correlation
	.648**
	1
	.697**
	.758**
	.886**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Y1.3
	Pearson Correlation
	.642**
	.697**
	1
	.691**
	.855**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Y1.4
	Pearson Correlation
	.823**
	.758**
	.691**
	1
	.926**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	TOTALY1
	Pearson Correlation
	.871**
	.886**
	.855**
	.926**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.906
	4
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